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BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A.  Bagaimana Mekanisme Hak Cipta Melalui Bank 
Hak Kekayaan Intelektual saat ini menjadi fokus perkembangan ekonomi dunia. Melihat kontribusinya pada perkembangan ekonomi memunculkan gagasan pada siding UNCITRAL yang memberikan pembiayaan berbasis Hak Kekayaan Intelektual.
Konsep   Hak   Kekayaan   Intelektual   sebagai   objek   jaminan   telah diterapkan  pada  beberapa  negara.  Contohnya  Inggris  dalam  konsep hukum negaranya menerapkan Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan yang disetarakan seperti bentuk lain dari kekayaan seseorang, Oleh karenanya, maka Hak kekayaan Intelektual dapat dijadikan jaminan karena dikategorikan sebagai aset tak berwujud.

. Di Indonesia, melalui Undang-undnag No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten menerapkan sebuah konsep jaminan fidusia dalam pembebanannya. Pada Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 108 menyebutkan Hak Cipta dan Paten dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia. Namun, Merek sampai saat ini belum diatur terkait ketentuannya dapat dijadikan jaminan fidusia. Melihat dari hasil risalah rapat pada revsi Undang-undang No. 14 Tahun 2001, sebuah pendapat dari Ketua Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Cita Citrawinda, bahwa 

“…adanya ketentuan terbaru yaitu hak atas Paten dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia, memang disesuaikan dengan substansi dari Undang-undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2016 yang sudah mengakomodasi bahwa Hak Cipta dapat dijadikan jaminan fidusia……”
Sehingga bentuk   penyesuaian   terhadap   Undang-undang   Hak   Cipta   ynag sebelumnya telah diatur bahwa Hak Cipta adalah benda bergerak namun tak berwujud  dan  dapat  dijadikan  sebagai  jaminan  fidusia.  Tetapi  hal  ini  tidak berlaku pada Merek. Secara konsep kebendaan dan konsep jaminan Merek sama seperti Hak Cipta dan Paten. Ini dikarenakan dari ketiganya merupakan Hak Kekayaan Intelektual. Federico Gucciardini C.S. memberikan konsep bahwa aset Hak Kekayaan Intelektual memiliki nilai komersial. Menurutnya ada beberapa bidang aset Hak Kekayaan Intelektual  baru  yang dapat  dijadikan sumber finansial  salah satunya  adalah sebagai  jaminan  (Collateral).


Jaminan mempunyai beberapa syarat atau dikenal dengan MAST Principles sebagai rumusan apakah sebauh benda dapat dijadikan jaminan , yaitu.
1. Marketability (Pasar yang cukup luas)
2. Ascertainability Of value (standar harga tertentu)
3. Stability of value (nilai yang stabil)
4. Transferability (mudah dipindahtangankan
Sedangkan menurut Clifford Gomez, terdapat juga beberapa syarat sebagai pertimbangan benda yang mampu dijadikan sebagai jaminan :

a) Marketability, pertimbangan didasarkan pada (a) jika memenuhi prinsip marketability, si peminjam (debitur) tidak mengalami kesulitan untuk membayar pinjamannya, (b) jika debitur gagal untuk membayar pinjamannya sesuai dengan tempo yang ditentukan, pihak bank dapat segera menjual barang jaminan tersebut;
b) Easy ascertainment of value, prinsip ini memungkinkan bahwa nilai dari jaminan tersebut berada pada harga tertentu;
c) Stability  of  value,  mensyaratkan  adanya  nilai  jaminan  berada  pada stabilitas harga tertentu.
b. Storability, prinsip ini merupakan salah satu bagain terpenting. Benda yang dijadikan dapat disimpan ditempat yang baik atau tempat yang yang aman;
c. Transportability, benda jaminan harus mudah untuk dipindahtangankan sehingga dapat dialihkan dari tempat yang tidak ada permintaan kepada tempat yang terdapat permintaan;
d. Durability, jaminan dapat bertahan lama. Benda yang mudah rusak atau busuk
seperti   sayuran,   daging,   ikan,   dan    buah   buahan    yang membutuhkan
tempat   penyimpanan   khusus   tidak   dapat   dijadikan jaminan;
e. Easy ascertainment of tittle, mensyaratkan bahwa adanya kemudahan dalam penamaan benda jaminan secara pasti;
f. Easy  transferable  tittle,  penamaan  jaminan  harus  mudah  dialihkan.
Sehingga apabila debitur tidak dapat membayar kembali pinjamannya, pihak pemberi pinajaman dapat mengalihkan penamaan kembali sebagai jaminan dengan segera.
Hal utama yang penting bagi bank adalah jaminan tersebut harus bersifat liquid atau mudah untuk diuangkan baik dari proses pengalihan secara hukum maupun proses penjualannya tidak butuh waktu lama. Karena semakin lama kredit macet itu berjalan maka bank akan semakin rugi.
Bank dalam menilai sebuah jaminan, ada dua faktor yang harus dipertimbangkan pertama adalah secured yang artinya jaminan dapat dilakukan pengikatan secara  yuridis sehingga apabila terjadi wanprestasi jaminan  dapat  dieksekusi  dan  kedua  Marketable  yang  artinya  jaminan mudah  untuk  diuangkan  atau  dijual  demi  menyegerakan  pemenuhan kewajiban debitur dalam melunasi kredit yang macet.
 
Penjualan Merek tidak dapat dikategorikan Marketable, karena bentuk pengalihan Hak Atas Merek sangat membutuhkan waktu yang lama. Belum adanya badan khusus pelelangan jaminan Hak Kekayaan Intelektual terhadap kredit macet, tentunya Merek tersebut harus dilakukan penawaran kepada publik dan jikalau ada pihak yang tertarik untuk membeli, hal tersebut tidak menjamin transaksi akan berlangsung cepat. Karena pihak pembeli tentunya ingin mengetahui bagaimana kondisi dari Merek tersebut baik nilainya di pasaran, kemudian legalitasnya dan adakah permasalahan hukum yang sedang berjalan  terhadap  Merek  tersebut.  Ini  sangat  membutuhkan  waktu  yang lama.
Dalam pengklasifikasian jaminan menurut marketabilitasnya ada tiga jenis jaminan yaitu.
1. jaminan utama, merupakan jaminan paling marketable atau sale label (mudah diperjualbelikan). Contoh secara umum   tanah dan bangunan, tanah kosong di pusat kota, emas batangan, deposit termasuk dalam kategori ini;
2. jaminan    tambahan,    adalah    jaminan    yang    relatif    sulit    untuk   diperjualbelikan, yaitu mobil, mesin industri, dan mesin lainnya;
3.  jaminan pelengkap. Merupakan jaminan yang paling tidak marketable seperti stok barang, tagihan piutang dagang. Selain itu personal guarantee dan corporate guarantee masuk kedalam kategori jaminan pelengkap.
Maka, tak heran apabila Bank  meletakkan Merek sebagai jaminan tambahan. karena berdasarkan kriteria yang ada, saat ini Merek lebih kapable pada jenis jaminan tambahan.
Konsep jaminan Utang-piutang adalah didasarkan pada kepercayaan. Berbeda dengan hipotik, gadai, dan Hak Tanggungan, objek jaminan dikuasai oleh pemberi jaminan Utang-piutang, sedangkan hipotek dan gadai, objek dikuasai oleh penerima jaminan (kreditur). Pada jaminan Utang-piutang, kreditur memberikan kepercayaan kepada debitur untuk tetap memiliki dan menggunakan objek yang telah dibebani jaminan Utang-piutang .
 Asas kepercayaan ini juga diterapkan dalam Hak Tanggungan, hanya saja yang membedakannya adalah objek jaminannya. Jaminan Utang-piutang hadir karena didahului perjanjian pokok atau jaminan fidusia merupakan  perjanjian  ikutan/tambahan  (accesoir). Sejalan dengan itu, menurut H.R. Daen Naja, syarat-syarat terjadinya Utang-piutang meliputi :
a. Harus  ada  lebih  dulu  Perjanjian  Utang  Piutang  sebagai  perjanjian pokok,
b. Harus ada Perjanjian Fidusia sebagai perjanjian ikutan (accessoir)
c. Harus ada Perjanjian Konsensuil, artinya debitur meminjam sejumlah uang  dan  berjanji  akan  menyerahkan  hak  miliknya  secara  fidusia sebagai jaminan kepada kreditur,
d. Harus  ada  Perjanjian  Kebendaan  secara  constitutum  possessorium, artinya barang jaminan tetap berada dalam kekuasaan debitur, 
e. Harus ada Perjanjian Pinjam Pakai.




Dapat disimpulkan bahwa jaminan fidusia merupakan bentuk perjanjian yang ada apabila didahului dengan perjanjian utang piutang. Kemudian dengan adanya asas kepercayaan dimana pemberi jaminan fidusia tetap dapat mengusai atau menggunakan objek jaminan fidusia sesuai yang diperjanjikan.
Secara Analisis peneliti, penerapan Hak cipta sebagai objek jaminan Utang-piutang dalam dunia perbankan Indonesia telah ada. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Novita Sari yang berjudul “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada Hak Cipta sebagai Jaminan Utang piutang melalui Bank ” bahwa pada setiap Bank  menerima   sebuah   Performa Hak cipta   sebagai   jaminan   tambahan   dengan pengikatan  secara  fidusia  notariil.  Alasan  setiap Bank mampu menerimanya  sebagai jaminan tambahan  bukan  sebagai  jaminan utama karena kestabilan  nilai hanya saja tidak bisa diprediksi atau tidak terjamin seterusnya.

Belum adanya pengakuan hukum terhadap objek jaminan tersebut  memberi keraguan pada setiap lembaga pembiayaan termasuk bank. Bila dilihat dari beberapa alasan atau pendapat dari salah satu pegawai Bank bahwa semua berpuncak pada belum kuatnya posisi Merek sebagai objek jaminan pada isistem hukum Indonesia. Belum diaturnya ketentuan Merek sebagai objek jaminan serta pembebanan objek Hak cipta menjadi salah satu faktornya, Selain itu, pengaturan terkait skema pembiayaan, Standart Penilaian Merek, serta skema pembiyaan yang belum diatur tentu memberikan rasa waspada bukan hanya pada bank tetapi juga peminjam.
Perkembangan objek jaminan utang piutang yang merupakan hasil dari perkembangan sosial masyarakat Indonesia maupun dunia, seharusnya mampu membuka mata pemerintah untuk memberikan perhatiannya kepada objek jaminan tak berwujud ini. Menurut P.S. Atiyah, modernisasi dan dinamisme hukum merupakan suatu proses yang harus terjadi karena tiga alasan. Pertama, adalah dinamisme hukum dibutuhkan untuk mengimbangi lajunya perubahan sosial, ekonomi dan teknologi. Kedua, adalah dinamisme hukum dibutuhkan untuk mengantisipasi perubahan sistem nilai di dalam masyarakat. Dan ketiga, adalah dinamisme hukum dibutuhkan oleh karena konstruksi  hukum    memang membuat  hukum  memiliki  kebutuhan  yang konstan untuk terus menerus diperbaiki  dan disesuaikan.
Sebagaimana penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan wanprestasi yang sering dilakukan oleh debitur adalah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan yaitu dengan menggadaikan objek Jaminan Fidusia yang bukan merupakan benda persediaan kepada pihak ketiga   tanpa   persetujuan   tertulis   dari   kreditur.   Apabila   debitur   tidak memenuhi kewajiban atau  melakukan wanprestasi, kreditur dapat  menarik benda Jaminan Utang-piutang untuk dijual guna menutupi utang debitur. Tindakan tersebut bukan merupakan perbuatan hukum yang bertentangan dengan Undang-Undang  Jaminan  Utang-piutang  bahkan  debitur  mempunyai  kewajiban untuk menyerahkan benda Jaminan Fidusia tersebut kepada kreditur untuk dapat dijual.
B. Balgalimalnal Tinjalualn  Hukum Ekonomi Syalrialh terhaldalp Halk Ciptal sebalgali Jalminaln Utalng Piutalng melallui Balnk
Sebagian besar kedua dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak kekayaan industri yang meliputi paten, merek atau merek dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, serta perlindungan varietas tanaman.
Hak paten sendiri merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil karya intelektual manusia yang memiliki manfaat sehingga dapat menunjang kehidupan manusia. Ruang lingkup hak kekayaan intelektual meliputi beberapa jenis seperti hak cipta, merek, hak paten, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit, dan perlindungan varietas tanaman. 
Apabila ditinjau berdasarkan syariah Islam, maka segala sesuatunyapun mengacu kepada sumber hukum Islam. Apabila dikaji dalam Al-Qur’an dan Sunnah memang tidak terdapat konsep atau pengaturan mengenai hak milik intelektual secara kontekstual, eksplisit dan spesifik, namun demikian dari banyak ayat Al-Qur’an dan hadits nabi, para ulama merumuskan tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam.
Berkaitan dengan penghargaan bagi para penemu dan perlindungan bagi para pemegang hak milik intelektual dapat dilihat dari beberapa ayat di bawah ini:
a) QS. Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 
Artinya:“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula”.
b) QS. An-Nisa ayat 29 
Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka samasuka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.
Sebagaimana yang telah disebutkan dalam surah tersebut, maka bentuk-bentuk perbuatan bathil antara lain: menipu, meniru, mencuri, melanggar sumpah, dan lain sebagainya. Berdasarkan ayat di atas maka Allah SWT melarang untuk mengambil dan memakan harta sesama dengan cara yang batil, yaitu dengan jalan mencuri, menipu, iba, perjudian, dan semisalnya dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Kemudian Allah SWT mengecualikan tukar-menukar barang dengan cara transaksi jual beli dengan asas saling ridha di antara pembeli dan penjual. 
Berkaitan dengan hal ini maka dapat dikatakan bahwa umat Islam wajib mengambil sesuatu dari yang halal, bukan dari sesuatu yang haram. Inti dalil di atas dijelaskan bahwa larangan memakan harta orang lain secara batil dan larangan merugikan hak orang lain. Berbicara mengenai hukum Islam, maka ruang lingkupnyapun sangatlah luas. Selain di dalam Al-Qur’an dan Sunnah, pengakuan terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual yang di dalamnya terdiri atas hak paten, juga terdapat dalam Keputusan Fatwa MUI.
 Latar belakang terbentuknya fatwa ini disebabkan oleh lemahnya kesadaran masyarakat dan penegakan hukum yang terkait dengan pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual seperti pembajakan yang meresahkan dan merugikan banyak pihak. Terdapat pula prinsip ekonomi Islam yang menyebutkan
 bahwa setiap transaksi yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga dilarang. Selain itu terdapat pula prinsip manfaat yang artinya objek transaksi harus memiliki manfaat, transaksi terhadap objek yang tidak bermanfaat menurut syariat dilarang. 
Apabila dianalisis berdasarkan prinsip ekonomi Islam tersebut maka disebutkan bahwa terdapat prinsip manfaat,hak paten sendiri memiliki beberapa manfaat yaitu untuk menyebarluaskan penemuan yang telah diperoleh, untuk meningkatkan efisiensi produksi yang memperbesar laba perusahaan sekaligus memperbanyak manfaat bagi masyarakat dengan terciptanya berbagai alat, produk-produk, maupun proses baru yang didapat dengan adanya hak paten. Maka karena di dalam hak paten terdapat unsur manfaat sebagaimana disebutkan dalam prinsip ekonomi Islam sehingga hak paten dapat dijadikan sebagai objek transaksi ekonomi. Salah satu kegiatan transaksi ekonomi tersebut adalah kegiatan pinjam-meminjam. 
Kreditur sebagai pemilik dana dalam memberikan suatu pembiayaan kepada debitur tentunya harus didasarkan pada keyakinan dan kepercayaan bahwa debitur mampu membayar dan melunasi utangnya pada waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, agunan atau jaminan merupakan hal yang sangat penting bagi kreditur. Pada perjanjian utang piutang terdapat pihak-pihak yang terlibat yaitu kreditur sebagai pihak yang berpiutang dalam suatu hubungan utang-piutang tertentu dan debitur sebagai pihak yang berutang dalam suatu hubungan utang-piutang tertentu.
Kreditur sebagai pemilik dana dalam memberikan suatu pembiayaan kepada debitur tentunya harus didasarkan pada keyakinan dan kepercayaan bahwa debitur mampu membayar dan melunasi utangnya pada waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, agunan atau jaminan merupakan hal yang sangat penting bagi kreditur. Selain itu, fungsi dari suatu jaminan atau agunan adalah untuk menghindari terjadinya resiko kerugian yang diakibatkan oleh debitur seperti debitur wanprestasi atau ingkar janji dengan batas waktu yang telah ditentukan.
Khasanah hukum Islam juga membahas mengenai kegiatan pinjam-meminjam dalam kegiatan utang-piutang dengan menggunakan penjaminan barang yang disebut dengan rahn (gadai). Menurut istilah syari’at, rahn (gadai) adalah menjadikan harta sebagai pegangan yang kuat atas suatu utang.
 Terdapat pula produk jasa layanan keuangan syariah dengan menjaminkan suatu benda bukan fisik dari benda tersebut, melainkan yang dijadikan jaminan berupa bukti kepemilikannya. Hukum positif mengenal bentuk jaminan ini sebagai jaminan Utang piutang. 
Para ulama sepakat bahwa rahn diperbolehkan, tetapi tidak diwajibkan sebab gadai hanya jaminan saja jika kedua pihak tidak saling mempercayai. Selain itu, perintah untuk memberikan jaminan sebagaimana dinyatakan dalam ayat tersebut dilakukan ketika tidak ada penulis, padahal hukum utang sendiri tidaklah wajib, begitu juga penggantinya yaitu barang jaminan.
Menggunakan perjanjian rahn tasjily dapat mempermudah pihak rahin karena benda tidak diserahkan secara fisik sebagai jaminan, pihak rahin masih bisa menggunakan benda tersebut sehingga hal ini dapat meringankan pihak rahin. Pada praktiknya yang biasanya diserahkan secara rahn adalah benda bergerak, khususnya emas dan kendaraan bermotor. Rahn dalam bank syariah juga biasa diberikan sebagai jaminan atas qardh atau pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah. Namun dalam hal ini yang dijadikan sebagai jaminan ialah berupa hak paten yang merupakan benda tidak berwujud. Apabila dikaji berdasarkan rahn, pada suatu jaminan terdiri atas suatu barang yang digadaikan, dalam rahn disebut marhun yang merupakan salah satu rukun dari akad rahn sebagaimana juga tercantum dalam Pasal 373 ayat (1) KHES.
Berdasarkan uraian penjelasan di atas maka dapat menjelaskan bahwa hak  cipta dapat dijadikan sebagai objek dalam jaminan utang piutang dalam rahn tasjily karena berdasarkan keputusan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah disebutkan bahwa hak Cipta merupakan ruang lingkup dari hak kekayaan intelektual yang dipandang sebagai salah satu huquq maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (mashu) sebagaimana mal (kekayaan). Sebagai suatu harta yang juga memiliki manfaat maka hak cipta dapat dijadikan sebagai marhun dalam rahn tasjily. Hal ini dapat dilakukan dengan kesepakatan antara rahin dengan murtahin, dengan kesepakatan bahwa sertifikat hak cipta sebagaimana sebagai bukti sah kepemilikan hak cipta diserahkan kepada murtahin sebagai suatu jaminan. Sehingga sertifikat tersebut dapat menjadi jaminan bagi murtahin jika sewaktu-waktu rahin tidak mampu melunasi utang-utangnya.
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